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& Q‘) DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

'
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

JI. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT KBETERANGAN __
Noes 1471/103.i/I.'88,

Yang bertands tangan di bawah ini, Kepala Bidang Pendidikan Menengsh Kew
juruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengeh menerangkan bahwa

Nama Sekolah ¢ SMEK Kristen.

NDS ¢ C. 35024801, 3 2
Alamat $ Jl.Monginsidi No.35 Surakarta.
Kecamatan/Kodya s Jebres/Surakarta,

Propinsi ¢ Jawa Tengah,

Penyelenggara ¢ Yayasan Pendidilkan dan Sosial Kristen Wanita Surakarta,

telah berdiri dan memperoleh Ijin/persetujuan dari Kantor Wilaysh Depare
temen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengsh sejak 1 Agustus 1958,
dgngan catatan

1e Telah memiliki Piagam Nomor Data Sekolsh sebagai tanda Tercatat pada
Direkitorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen(tanggal 4 Nopember 1985,
N DS 1 0,35024801),

2. Telah di-Akreditasi (Jenjang t "DIAKUI"), dan telah memperoleh Piagam
Jenj Akreditasi ya% dikeluarkan o¢leh Dirjenm Dikdasmen Depdikbud
Suncest 45 Tenveast ] 6, No.t B, 03,090,

Surat Keterangan ini dikeluarksn sebsgail pengganti Surat Ijin/Persetujuan
Pendirian SMEK Kristen Surakarta yang hilang karens Banjir (Surat Tanda
Laporan Kohila?gan % Ka, POLRESTA Surakarta, tanggal 17 Oktober 1987
No.$ POL, A/BPB/321/1/X/87/ABR).

Surat Keterangan ini tidak berlaku, apabila Surat Ijin/Persetujuan yang
hilang tersebut ditemukan kembali.




Menimbang

Mengingat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REFUEBLIK INDONESIA
HOMOR. D36/0¢1 597

CTENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATLUR SMKTA MENJAD] SMK

SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI FENDIDIKAN BAN KEELIDAYAAM,

: bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomaor 29 Tahun 1990

lentang Pendidikan  Menengah, dan  Heputosan  Mender
Pendidikan dan Kebudayaan MNomor 0480/UM882 tenhtanyg
Sekolah Menengah Hejuruan, dipandang perlu  mengubah
romenklatur Sekolah Menengah Urum Tingkat Pertama {SKMP)
manjadi Sekolah Menengah Kejunuan Tingkat Afas (SMETA) dan
mengabur organisasi dan tata kea SME;

1. Undang-undang Momor 2 Tahur 1958;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
a.  Momor 20 Tahun 1990
b, Bomor 38 Tahun 1992,
. Momer 33 Tahun 1992,

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
4. HNomor 44 Tahun 1974,
. MNomor 15 Tahun 1884 sebagaimana felah beberapa
kali didbah, terskhir dengan  kepolusan  Presiden
Fepublik Indoneasia Momor 78 Tahun 199&;
& Momor 984 Tabun 1993



Memperhatikan

Menstaphkan

4, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mormaor
4301992,

Persetujuan Mentsri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara
dalam surat Momor B-148/1f47 tanggal 7 Februari 1887;

MEMUTUSKARN:

. KEPUTUSAN MENMTER| PEMDIDIKAM DAN KEEUDAYAAM .

EEPUEBL K INDOMESIA, TEMTANG PERLUBAHAM
NOMEMKLATUR SMKTA MENJAD! SMK SERTA ORGANISAS]
DAN TATA KERJA SME,

BAE 1
NOMENKLATUR

Fasal 1

tengubah nomenklatur Sekolzh Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang

terdini atas:

Sekolah Teknologi Menengah (SThY;

Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (8T Permbangunan);
Sekolah Teknalag Menengah Grafika (ST Grafila);

Eekolah Menengah Teknologn Grafika (SMT Grafika),

Sekolan Menengah Teknologi Penerbangan (3MT Penerbangany;
Sekolah Teknalogi Menengah Perkapalan {(STH Perkapalan);
Sekolah Menengah Teknclogi Perkapalan (SMT Perkapalan);

1
2
3
4,
5 Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangany;
il
7
8
3

. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (3T Kimia);
10, Sakolah Menzngah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11, Sekolah Teknologl Merengzh Pertantan {(STM Pertanian)
12. Sekolah Menengah Tekneologi Pertanian (SMT Pedanian;
13, Sekolah Menengah Ekanami Atas (SMEA);
14 Sekolgh Menengah Kesejahteraan Kelraiga (SWMER]);
15 Sekolsh Menengah Karawitan [ndonssia (SMET,
16. Sekolzh Mensngah Seni Rupa (SMER);
17. Sekelah Mensngah busik (SMK);
182, Sekolah Menengah Industri Pariwizata (SMIFY;
19, Sekolah Menengah Industri Kergjinan (SMIK);
20, Sekolah Menengah Teknologi Kerurmahtanggaan (SMTE);
21, Sekelah Menengah Pekerjaan Sosial (SMP3),
menjadi Sekofah Menengah X¥ejuruan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut

Sk
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Pasal 2

MNomeankiatur dan Penomoran SMMK diatur sebagai benkut:

a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus lbukota Jakarta, diberi nama
Jakarta, dengan nomeor menurut umtan tshun penetapan keputusan
pelembagaan SMK yang bersangkutan;

. SMK yang berlokasi di ketamadiakeots administratif, diberi nama sesusi
nama kotamadiadkots admimstratif yang bersangkutan, dengan nomor
menurut urutan tahun pernetapan keputuzan pelembacgaan SMK yang
bersangkutan;

o SMK vang berlokasi di ibukota kabupaten, diber nama sesual nama
ibukata kabupaten, dengan pomor mepurat wrutan tahun penstapan
keputusan pelembagaan SME yang bersanghkutamn;

4. SMK vang barockasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama
kecamatan tempat 2ekolah hersangkutan berada, dengan nomar mernat
urutan tahbun  penetapan  keputusan  pelembagaan SWK yang
hersangkulan;

Dalam hal terdapat dua atau lebib kesamaan waktu penetapan keputusan
pelembagaan SMIK, uritan pencmoran SME ditetaplan berdasarkan nomar
urut dalam keputusan pelembagaan ShK yang bersangkutan.

Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam avat. (N _b.erlaku juga bagi
pencimasan SMiK sebagal akibat pemekaran wilayah, pindah Ilckasi, dan
penambahan unit haru.

EAE Il
KEDUDHKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pa=al3
SME adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungas
Departemnen Fendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kartor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi.

SMK dipimpin oleh searang Kepala dan dibantu secrang atau lebik Wakil
Kepala.

Pasal 4

SbK mempuryai tugas menyelengoarakan  pendidikan kejuroan pada jenjang
pendidikan menengah 3 atau 4 tabun bag tamatan Sekolah Lanjutat Tingkat
Pertama {SLTPY atau yang sedersjat dengan berpedoman pads katentlan
peraturan perundang-undangzn tentang pendidikan nasional.



Pasal 5

Uintuk menyelenggarakan tugas sebagaimans dimaksud dalam Pasal 4, SMK

eempunyai fungsi:

a. pembimbingan, pengajaran, dan atzu pelatihan teor dan praktek kejuruan
sesuail dengan kurikulum yang berlaku;

b. pengurusan saran pendidikan dan bahan pengajaran yvang dipergunakan untuk
nroses belajar mengajar dan latthan prakisk para siswa;

¢ pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerasama dengan dunia usaha dan
industri, arang tuafwall sizwa murid, dan masyarakat;

d.  pelaksanaan uwesan tata usaha dan uresan romah tangoga SMK dan
petlengkapan pendidikan.

EBAE
ORGANISASI
Pasal 6
Organisasi SMEK terdiri atas:
a. FEepala;
k. Wakil Kepals;
. Urusan Tata Usaha;
d. Kelompok Jabatan Fungsicnal.
Pasal 7

Kepala adalabh gurd yang mempunysl tugas memimpin penyalenggaraan kegiatan
befajar mengajar, serta membing gurd, tensga kependidikan lainnys, tenaga
adminiztrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industti

Pasal &

(1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh secrang atau sebanyak-
kanyaknya 4 orang Wakil Kepala,

{(2) Penentuan jumfah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang
bersangkutan.

{31 wakil Kepala adalah guru yang mempunyal tugas metmbantu Kepala dalam
memimnpin penyelenggaraan Kegiatan belajar mangajar, serta mambina gury,
tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama
dengan duma ugaha dan indugtri,

Fasal &

Subbagian Tata Usaha mempuinyal tugas melaksanakan urasan ketatausahaan dan
urlsan kerumahtanggaan SME dan tugas-tugss 1ain yang diberikan oleh Kepala.



Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan
siswa.

Pasal 11

ketompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksangkan kegiatan jabatan .
fungsional masing-masing berdasarkan  peratutan perundang-undangan  yang
berlaki.

Pazal 12

(1) Kalompak Jabatan Fungsional terdin atas guru dan jabatan fungsional lainnya
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

72)  Kelompok Jabatan Fungsionsl dikoordinasikan cleh secrang tenaga fungsional
sanior berprestasi yang dilunjuk oleh Kepala,

{3 Jumlah kelompok jabatan fungsicnal sebagaimana dimaksud dzlam ayat 1)
ditentukan berdazarkan kebutuban dan beban kerga,

(4] Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangar yand berlaku,

Pasal 13
Bagan crgamsasi SMK tercantorm dalarm Lampiran | Keputusan ini,

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan fugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketra Jorusan, Kelompok
Subbagian Tata Uszha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib’ menerspkan
pringlp keordinasi, infegrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-mazging
maupun dengan instansi fain di uar SMK sesusi dengan tugas pokok masing-
mnasing.

Pasal 15

Kepala, Ketua, Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib  mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperirkan sesuai dengan peraturan perndaanyg-
undangan .



Pazal 16

Kepata, Wakil Kepala, Ketua Jurusan,dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib
mengikuti dan mematuehi petunjuk dan berfanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Juruzan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab
memimpir, mengkoordingsikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya
masing-rnasing serts mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengalah laporan
dan mengaunakan laporan dan bawahan sebagai bahan penyasunan laporan lebih
fanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala 3ubbagian Tata Usaha dalam
menyampaikan laporan wajib membedkan tembusan kepada unit lain yang secara
fungsional mempunysi hubungan kerja.

Pasat 20

kepala Kantor Wiayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setetnpat
dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB Y
BIAYA

Pasal 21
Btaya urtuk pelaksanazan Keputusan ini dibebankan padz mata anggaran yang
relevan  di  masing-masing  Kantor Wilayah  Departemen  Pendidikan  dan

Kebudzyaan,

BAB ¥
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputozan ini, SME berjumlah 717 dengan nama, nomaor, dan
lokasi sebagaimana tercanium dalam Lampiran 1| Keputusan ini,



BAE Vil
KETENTUAN LAIN

Pasal 23
Ferubahan atas crganisasi dan tata kerja SMEK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
dan  Kebudayaan setelah mendapat persetvjuan tertulis dati Mented vang
bertanggung jawak di bidang péndayagunaan aparatuy negata.

Pazal 24
SMKTA yvang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Paszal 25

Pada saat mulasi berlskunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Noemaor 080/0M1 979 dinyatakan tidak berlakuy,

Paszal 26
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di fakarta
pada tangaal 7 Maret 1987

MENTER| PEMNDIDIKAMN DAN KEBUDAYAAN,
ftd.
Feof. Dreing. Wardiman Diojonegoro



LAMPIRAN |  KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN DAM KEBUDAYAAN
NOMOR 03801987 TANGGAL 7 Maret 1857

BAGAN ORGANISAS] SMK

"KEPALA

WAKIL KEPALA

JURUSAN —r
i
| URLISAN

TATA USAHA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBLDAYALN
.
Frof. Or -Ing. Wardiman Diojonegaoro



LAMPIRAN B KEPUTUSAN MENTER| PENDIOIKAN DAN KEBLIDAYAAN
NOMOR 036011937 TANGGAL 7 Maret 1997

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN HOMOR
SMKTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NGO, PROPINSI JUMLAH SEKCLAK KETERANGAN
1. Okl Jakara E8
2. Jawa Barat &7
a. Jawa Tengan B
4. [, Yogyakarta 25
LS Jawa Timur 74
. Dl Aceh 20
T Sumatera Ltara A4
a. Surnglera Barat 28
4. Riau 16
1 Jambi 14
1 Surmatera Salatan 24
12. Lzmpung 18
15 Kalimanitan Barat 15
14. Kalimantan Tengah 12
15. Kalimantan Selatan 13
16. Kalimantan Timur 17
17, | Sulzwesi LHara 22
1&. Sulewesi Tengah 14
19, | Sulawesi Selatan i

20, Sulawezi Tenggara 13

21, | Maluku 14

22, Eali 17

23 | Muza Tenggara Barat 12

24. Muza. Tenggara Timur 14

25 | Iian Jays 1

26 Bengkulu 10

27, Timgr Timur 11

JUMLAH ) T
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan
Nomor : A%/ 103.08/MN / A0...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK . G'MIC M 'ﬁ?’m

Alamat : %

Status

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
S111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah
Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering
(penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).

b 3 il peneliti proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SCrien. Srakaria, R0 W7 30040/ TR0 T 3 ks 2200
tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunaknn sebagaimana mestinya, dan

berlaku sejak tahun pelajaran A0 / 401

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
Tanggal : 12 Ofdober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Pittagg Dikmenjur
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